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BUPATI BINTAN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN BUPATI BINTAN 

NOMOR 24 TAHUN 2024 
TENTANG 

PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BINTAN, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa camat 
mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati 
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah; 
b. bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah 
Kabupaten kepada Camat sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelimpahan sebagian 
Kewenagan Bupati kepada Camat di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bintan. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6954); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4605);  

 

SALINAN 
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https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://peraturan.go.id/files/2023/uu-no-6-tahun-2023.pdf
https://peraturan.go.id/files/2023/uu-no-6-tahun-2023.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Details/295142/uu-no-33-tahun-2024
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Pasal 2... 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6202); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN 
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bintan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan. 
3. Bupati adalah Bupati Bintan. 

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara 

Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan dan menyejahterakan Masyarakat. 

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintah 
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintah 

yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Bintan. 
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan. 

9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati 
kepada Camat. 

 
BAB II   

KEDUDUKAN DAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 
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f.  pengembangan... 

Pasal 2 
(1) Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten 

yang dipimpin oleh camat. 
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui sekretaris daerah. 
 

Bagian Kedua 
Tugas 

 

Pasal 3  
Camat mempunyai tugas: 
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum; 
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 
pelayanan umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan; 
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 

desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit 
kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 4  
Tugas Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

meliputi: 
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan 

nasional dalam rangka memantapkan pengamalan 
Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;  
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan 

stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;  
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi 
pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan 

Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan 
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta 
keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 



fasilitas... 

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan 
Pancasila; dan  

g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan 
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan 
oleh Instansi Vertikal. 

 
Pasal 5  

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
meliputi: 

a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan 
Kecamatan; 

b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta 

di wilayah kerja Kecamatan;  
c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah Kecamatan; dan  

d. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan 
Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati. 

 

Pasal 6 
Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi: 
a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah 
Kecamatan; 

b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 
Masyarakat; dan 

c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban kepada Bupati. 
 

Pasal 7 

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi: 
a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
dan 

b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan 
peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan 
kepada Bupati. 

 
Pasal 8 

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan 

prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi: 

a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi 
vertikal terkait; 

b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan  
c. pelaporan   pelaksanaan   pemeliharaan   prasarana    dan 
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Pasal 12.... 

fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada 
Bupati. 

 
Pasal 9 

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi: 

a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan 
perangkat daerah dan instansi vertikal terkait; 

b. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan; dan 
c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan kepada Bupati. 

 
BAB III 

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 
 

Pasal 10 

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat 
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah. 
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada 
Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, 

akuntabilitas dan efisiensi. 
 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 11 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan 
pengawasan. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah, dengan anggota Perangkat Daerah yang 
terkait dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

kepada Camat, yang di tetapkan melalui Keputusan Bupati. 
(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan 

teknis, Pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan 
evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 

 
 

BAB V 

PENARIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 
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Pasal 12 
Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangan kepada 

Camat, sebagian dan/atau seluruhnya dengan alasan: 
a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, 

karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan; 

b. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kewenangan 
yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan. 

 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan 

sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat 
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan 
Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat 

(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) 
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. 

 
 

 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 
        pada tanggal 17 September 2024 
          

BUPATI BINTAN   
  

dto 

ROBY KURNIAWAN 
 

 
Diundangkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal 17 September 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN 

 
dto 

 

RONNY KARTIKA 
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 24 
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